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ABSTRAK 

Dalam rangka melaksanakan good governance, Kementerian Keuangan telah 
melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan 
sebagai instansi vertikal di daerah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghadapi permasalahan diantaranya adalah kinerja 
institusi dan kinerja aparat yang masih rendah, ketidakseragaman pelayanan yang 
diberikan, tingkat kepuasan stakeholder yang rendah, citra institusi yang buruk, 
komunikasi antar instansi yang tidak efektif mendorong KPPBC Tipe Madya Pabean 
Belawan untuk turut serta dalam program reformasi tersebut. 

Penelitian ini bertujuan Menganalisis besamya pengaruh sumber daya, 
komunikasi dan sikap pelaksana terhadap Implementasi Kebijakan berupa Standar 
Pelayanan dan Maklumat/ Janji Pelayanan Publik di KPPBC Tipe Madya Pabean 
Belawan. Penelitian ini juga menganalisis besarnya pengaruh lmplementasi Kebijakan 
terhadap tingkat kepuasan stakeholder. Sampel diambil secara convenience sampling 
sebanyak 90 orang stakeholder yang terlibat langsung dengan implementasi kebijakan. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Regresi Ganda untuk lebih dari dua 
variabel independen yang secara bersama-sama diduga mempunyai pengaruh terhadap 
variabel dependen. Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan uji Regresi 
sederhana untuk satu variabel independen yang diduga mempunyai pengaruh terhadap 
variabel dependen. 

Berdasarkan hasil pengujian, angka R Square atau Koefisien Determinasi adalah 
0.906. Ini artinya bahwa 0,906 atau 90,6% variabel dependent lmplementasi Kebijakan 
dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independent, yaitu Sumber Daya, Komunikasi dan 
Sikap Pelaksana. Sedangkan sisanya (100-90,6 = 9,4) atau 9,4% dijelaskan oleh sebab
sebab yang lain. Angka signifikansi < 0,05, dengan demikian Sumber Daya, Komunikasi 
dan Sikap Pelaksana mempunyai pengaruh yang positif terhadap implementasi kebijakan. 

Angka R Square atau Koefisien Determinasi selanjutnya adalah 0.796. Ini artinya 
bahwa 0,796 atau 79,6% variabel dependent Tingkat Kepuasan Stakeholder dapat 
dijelaskan oleh variabel independent yaitu lmplementasi Kebijakan. Sedangkan sisanya 
(100-79,6 = 20,4) atau 20,4% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Angka signifikansi < 

0,05, dengan demikian Implementasi Kebijakan mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap tingkat kepuasan stakeholder. 

Kata kunci : Reformasi birokrasi, implementasi kebijakan 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1 

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 

yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini 

didasarkan pada paradigma rule government (pendekatan legalitas ). Dalam 

proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa 

didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (output) yang secara 

mutlak menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan 

atau ketentuan yang berlaku dan tidak mengakomodir aspirasi stakeholder 

(pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi maupun masyarakat). 

Pemerintah sangat selektif dalam melibatkan stakeholder. Pemerintah 

berperan sebagai penguasa yang kebijakan-kebijakannya hams ditaati 

sehingga menuntut tingkat kepatuhan (compliance) yang tinggi dari 

pemangku kepentingan. 

Paradigma good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), 

dewasa ini dianggap lebih bijaksana untuk diterapkan dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasamya pemerintah dekat dengan 

masyarakat dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. 

Pemerintah menuntut keterlibatan seluruh komponen stakeholder (aspek 

kebersamaan) dalam merencanakan, merumuskan dan menyusun kebijakan 

) ang secara positif dapat menyeimbangkan tingkat kepatuhan dan tingkat 

kepuasan stakeholder yang terlibat. Hal ini sejalan dengan esensi kebijakan 

•. 
- - -
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desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat 

setempat serta meningkatkan pelayanan publik. 

Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi pemerintah yang 

menyelenggarakan pelayanan publik menempati posisi yang strategis dalam 

menyusun kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan penerimaan 

negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

1 84/PMK.Ol/201 0  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Kementerian Keuangan membawahi unit-unit eselon I, diantaranya 

adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, 

Direktorat Jenderal Anggaran, Inspektorat Jenderal dan sebagainya untuk 

membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. KPPBC 

(Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean 

Belawan sebagai salah satu instansi vertikal di daerah di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan dan 

pelayanan lalu lintas barang ekspor dan impor dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya selama ini belum menetapkan standar pelayanan atau belum 

memberikan pelayanan yang seragam kepada stakeholder. Sebagai contoh, 

standar waktu penyelesaian dokumen impor yang tidak seragam, keputusan 

pembebanan tarif Bea Masuk yang subyektif, hasil keputusan pengajuan 
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